
Kepatuhan Pemerintah Desa dalam Perpajakan 

Dalam sistem pemerintahan desa, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi faktor 

utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu elemen penting dalam tata kelola tersebut 

adalah kepatuhan desa dalam membayar pajak. Pajak desa bukan sekadar kewajiban administratif, 

melainkan juga bentuk kontribusi terhadap pembangunan yang lebih luas. Dengan kepatuhan dalam 

perpajakan, desa dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dari bagi hasil pajak maupun Dana Desa 

yang diterima untuk berbagai program dan infrastruktur yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

desa itu sendiri. 

Konsep "Dari Desa Untuk Desa: Bangkit, Berkembang, dan Berdaya" menjadi landasan utama dalam 

mendorong semangat kemandirian desa. Filosofi ini menegaskan bahwa pembangunan desa harus 

bersumber dari desa itu sendiri, baik dari aspek keuangan, sumber daya manusia, maupun pengelolaan 

potensi lokal yang berkelanjutan. Pajak yang dikumpulkan dan disetorkan oleh pemerintah desa ke Kas 

Negara bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai sarana untuk 

menghidupkan kembali desa agar lebih maju, mandiri, dan sejahtera. 

Makna Filosofi "Dari Desa Untuk Desa: Bangkit, Berkembang, dan Berdaya" 

1. Bangkit 

 Desa harus bangkit dari keterbatasan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. 

 Kepatuhan pajak menjadi cerminan kesadaran desa dalam membangun diri secara mandiri. 

2. Berkembang 

 Dengan tata kelola keuangan yang baik, desa dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. 

 Pajak yang dikelola dengan benar memberikan dampak pada peningkatan layanan publik dan 

infrastruktur. 

3. Berdaya 

 Desa yang mandiri mampu mengelola sumber daya keuangannya secara optimal. 

 Peningkatan kapasitas desa dalam menjalankan kewajiban perpajakan mencerminkan desa yang 

kuat dan bedaya saing. 

Pengertian Pajak dalam Pemerintahan Desa 

Pajak desa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa dalam rangka mendukung 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak yang dikelola oleh desa mencakup berbagai jenis 

pungutan yang wajib disetorkan kepada negara atau daerah guna mendukung pembiayaan publik dan 

pengelolaan keuangan desa secara transparan. 

Tujuan Perpajakan dalam Pemerintahan Desa 



1. Menambah pendapatan negara dan daerah untuk mempercepat pembangunan. 

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dana bagi hasil pajak maupun Dana 

Desa yang optimal. 

3. Mencegah sanksi administratif yang dapat merugikan desa. 

4. Memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan transparan dan akuntabel. 

Fungsi dan Manfaat Pajak di Pemerintahan Desa 

1. Fungsi Pajak 

 Fungsi Budgeter: Sebagai sumber utama pendapatan daerah maupun Negara untuk pembangunan 

desa. 

 Fungsi Regulasi: Mengatur kegiatan ekonomi desa agar sejalan dengan kebijakan fiskal nasional. 

 Fungsi Distribusi: Mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan sosial. 

 Fungsi Stabilitas: Menjaga keseimbangan ekonomi desa dengan sistem perpajakan yang teratur. 

2. Manfaat Pajak 

 Membantu pembangunan infrastruktur desa secara berkelanjutan. 

 Meningkatkan daya saing ekonomi desa melalui program berbasis pajak. 

 Meningkatkan kualitas layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat. 

 Menunjang pengelolaan keuangan desa yang lebih profesional dan transparan. 

Jenis Pajak yang Dibayar oleh Pemerintah Desa 

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

 Berlaku pada pengadaan barang dan jasa dengan tarif 11%. 

 Dipungut dari pihak penyedia sebelum pembayaran dilakukan. 

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 

 Dikenakan atas pengadaan barang tertentu oleh desa dengan tariff 1,5%. 

 Pembayaran dilakukan sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah. 

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

 Berlaku untuk pembayaran jasa atau sewa kepada pihak ketiga dengan tariff 2%. 

 Tarif bervariasi tergantung jenis jasa yang diberikan. 

4. Pajak Daerah 

 Meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak galian 

serta retribusi lainnya. 

 Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban pajak daerah. 



Kewajiban Pemerintah Desa dalam Perpajakan 

1. Pendataan dan Verifikasi Pajak 

 Mencatat setiap transaksi yang mengandung unsur pajak. 

 Memastikan semua transaksi sesuai dengan ketentuan perpajakan. 

2. Pemungutan dan Penyetoran Pajak 

 Pajak yang dipotong dari transaksi desa wajib disetorkan ke kas negara atau daerah. 

 Menghindari keterlambatan pembayaran untuk mencegah sanksi administratif. 

3. Pelaporan Pajak 

 Desa wajib melaporkan pajak yang telah dipungut kepada instansi terkait. 

 Menjamin transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. 

Kesimpulan 

Kepatuhan pemerintah desa dalam membayar pajak merupakan aspek penting dalam pengelolaan 

keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Dengan memenuhi kewajiban perpajakan, desa dapat mendukung 

pembangunan yang lebih maju, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghindari risiko sanksi 

administratif. 

Dalam semangat "Dari Desa Untuk Desa: Bangkit, Berkembang, dan Berdaya", pemerintah desa 

diharapkan terus meningkatkan kepatuhan pajak guna mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih 

transparan, akuntabel, dan berdampak positif bagi pembangunan desa secara menyeluruh. 
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